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TENTANG

FASILITAS PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK

YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

DALAM RANGKA PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan

mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan

serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real

estat, perlu pengaturan mengenai fasilitas perpajakan

yang diberikan kepada Wajib Pajak dan Pengusaha Kena

Pajak yang menggunakan skema Kontrak Investasi

Kolektif tertentu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994

tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan

dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk
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mengatur pelaksanaan lebih lanjut ketentuan mengenai

pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4d) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah dinyatakan bahwa Menteri Keuangan

diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan

mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

kepada Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf h

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 9

ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Fasilitas Perpajakan bagi

Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang

Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4893);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS

PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA

PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI

KOLEKTIF TERTENTU DALAM RANGKA PENDALAMAN

SEKTOR KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

dan perubahannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 yang

selanjutnya disebut dengan PP 48 Tahun 1994 adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan

perubahannya.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

www.peraturan.go.id



2015, No.1692
-5-

badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

Tahun 1984 dan perubahannya.

6. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disebut

dengan KIK adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Pasar Modal.

7. Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang

ada di atasnya.

8. Perusahaan Real Estat adalah perusahaan yang kegiatan

usaha utamanya di bidang Real Estat.

9. Aset yang Berkaitan dengan Real Estat adalah Efek

Perusahaan Real Estat yang tercatat di Bursa Efek

dan/atau diterbitkan oleh Perusahan Real Estat.

10. Dana Investasi Real Estat yang selanjutnya disebut

dengan DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset

yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan

setara kas.

11. Special Purpose Company yang selanjutnya disebut

dengan SPC adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya

dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan per seratus)

dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk

kepentingan DIRE berbentuk KIK.

12. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
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